
 
 

 

 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK 
NOMOR 6 TAHUN 2013 

T E N T A N G 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK 

TAHUN ANGGARAN 2013 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LANDAK, 
 
 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar 
kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus 
digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun 
Anggaran 2013; 
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2013;  
 

      
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas 
Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 
 
 
 



 
    
  2. Undang-Undang Nomor  21 Tahun  1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran  

Negara  Republik Indonesia Tahun  1997  Nomor  44,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia 
Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3988); 

 
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

    
  4. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 
3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang – Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970); 

    
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
    
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan  Negara (Lembaran Negara Republik 

indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
    
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

    
  8. Undang-Undang  Nomor   32   Tahun   2004   tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  

Republik Indonesia  Tahun  2004  Nomor  125,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor  12 Tahun  2008  tentang  
Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 
 
 
 
 
 



 
    
  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

    
  10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4723); 
    
  11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
5049); 

 
  12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

    
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000  Nomor 210, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

    
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan  atas Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001  Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

    
  15. Peraturan Pemerintah Nomor  24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712); 

    
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502); 
 
 
 
 



 
    
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
    
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5155); 

    
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 
 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 
 

  21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

    
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

    
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5165); 

    
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 
    
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
 
 



 
    
  26. Peraturan Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber 
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
540); 

    
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 508); 

    
  28. Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 

Anggaran Transfer ke Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 41); 
    
  29. 

 
 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi 
Khusus  Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1259); 

  30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2012 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak 
Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1263); 

    
  31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber 

Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1265); 
    
  32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.07/2012 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak 

Penghasilan 25 dan 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 
Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1306); 

    
  33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis 

Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013, sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2013 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk 
Teknis Pengunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013; 

    
  34. Peraturan  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis 

Pengunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013, Sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2013 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis 
Pengunaan Dana  



 
 
Pengunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013; 

    
  35. Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 1598/D/PP/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang 
Pendidikan Menengah Tahun 2013; 

    
  36. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 42/BPKAD/2013 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan 

Keuangan Kepada Kabupaten/Kota. Kecamatan, Kelurahan, dan Desa Di Provinsi Kalimantan  Barat 
Tahun Anggaran 2013; 

    
  37. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 210/BPKAD/2013 tentang Perubahan Lampiran VIII dan 

XIV atas Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 42/BPKAD/2013 tentang Penetapan Alokasi Dana 
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Provinsi 
Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2013; 

    
  38. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten 

Landak Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 23); 

 
  39. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah 

Kabupaten Landak Pada Perseroan Terbatas  Bank Pembangunan Daerah  Kalimantan Barat (Lembaran 
Daerah Kabupaten Landak Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 
1); 

    
  40. 

 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah Kabupaten Landak  (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Landak  Nomor 6); 

    
  41. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 – 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 
2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 23); 

    
  42. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 
Nomor 1). 

    
 
 



 
 

  43. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 
Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 26); 

    
  44. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 

Pada Perseroan Terbatas Landak Barajaki (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 27); 

    
    

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK 

dan 
BUPATI LANDAK 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 

LANDAK TAHUN ANGGARAN 2013. 
 

Pasal 1 
 
(1) Pendapatan : 
 a. semula………………………………………………………………………………….. Rp.   841.669.951.364,40  
 b. bertambah/(berkurang).…………………………………………..................... 

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan..……………………………………... 
Rp.     15.477.512.602,91 

 
 
Rp. 857.147.463.967,31 

    
(2) Belanja :   
 a. semula…...………………………………………………………………………….… Rp.  895.497.723.433,96  
 b. bertambah/(berkurang)………...............................…….......................... 

    Jumlah Belanja setelah Perubahan…………………………………………….. 
(Rp.   16.513.126.814,87)  

Rp. 878.984.596.619,09 
    
(3) Pembiayaan :   
 a. Penerimaan   
 1. semula………………………………………………………….………………..… Rp.  101.327.772.069,56  
 2. bertambah/(berkurang)………………………………………………………… (Rp.   31.990.639.417,78)  
          Jumlah Penerimaan setelah Perubahan………….………..………………  Rp.   69.337.132.651,78 



    
  

b. Pengeluaran 
 1. semula…………………………………………………………………………..... Rp.    47.500.000.000,00  
 2. bertambah/(berkurang)………………………..……………………………... Rp                           0,00  
          Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan………………..….…………….  Rp.   47.500.000.000,00 
           Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan………………….………………………………………….... Rp.   21.837.132.651,78 
          Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan………….………………………………………...... (Rp.                        0,00) 
  

 
Pasal 2 

   
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :    
 a. Penerimaan Asli Daerah :   
 1. semula………………………………………………………………………........ Rp.    26.135.758.566,40  
 2. bertambah/(berkurang)……………………………………………………..... Rp.      6.415.179.640,17    
           Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan ………….......…  Rp.   32.550.938.206,57 
     
 b. Dana Perimbangan :   
 1. semula…………………………………………………………..……………...... Rp.   661.869.811.525,00  
 2. bertambah/(berkurang) …………………………………………………....... (Rp.         636.281.326,66)  
          Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan ………..…………......  Rp. 661.233.530.198,34 

 
 c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah :   
 1. semula………………………………………………………………………........ Rp.   153.664.381.273,00   
 2. bertambah/(berkurang)………..……………………………………………... Rp.       9.698.614.289,40  
           Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan …...................................... Rp. 163.362.995.562,40 
   
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :  
 a. Pajak Daerah :   
 1. semula……………………………………………………………………………. 

2. bertambah/(berkurang)…………………………………….………………… 
Rp.    12.152.311.625,00 
Rp.      1.059.535.263,00 

 

          Jumlah Pajak daerah setelah Perubahan………………………………….  Rp.   13.211.846.888,00 
     
 b. Retribusi Daerah :   
 1. semula……………………………………………………………………………. 

2. bertambah/(berkurang)………………………………………………………. 
Rp.      7.345.095.597,70 
Rp.      3.530.474.162,30 

 

          Jumlah Retribusi daerah setelah Perubahan………………………….…  Rp.   10.875.569.760,00 
   

 
  



 
 

 c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan :   
 1. semula………………………………………………….……………………….... 

2. bertambah/(berkurang)…………………………………………..…………... 
Rp.      3.235.310.474,97 
(Rp.        122.612.899,13)  

 

          Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan…………………. Rp      3.112.697.575,84 
    
 d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah :   
 1. semula………………………………………………………………..…………… 

2. bertambah/(berkurang)…………………………………………….………… 
Rp.      3.403.040.868,73 
Rp.      1.947.783.114,00 

 

           Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan……………………………... Rp.     5.350.823.982,73 
     
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :  
 a. Dana Bagi Hasil :   
 1. semula………………………………………………………………..…………… 

2. bertambah/(berkurang)…………………………………………………….… 
Rp.    38.991.478.525,00 
(Rp.        636.281.326,66) 

 

          Jumlah Dana bagi hasil setelah Perubahan………………………………  Rp.   38.355.197.198,34 
     
 b. Dana Alokasi Umum :   
 1. semula……………………………………………………………………….……. 

2. bertambah/(berkurang)………………………………………………………. 
Rp.   534.166.873.000,00 
Rp.                           0,00 

 

          Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan………………………..  Rp. 534.166.873.000,00 
     
 c. Dana Alokasi Khusus :   
 1. semula…………………………………………………………………………….. 

2. bertambah/(berkurang)………………………………………………………. 
Rp.     88.711.460.000,00 
Rp.                           0,00 

 

          Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan………………………  Rp.   88.711.460.000,00 
 

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 
 a. Hibah :   
 1. semula……………………………………………………………….……….…… 

2. bertambah/(berkurang)………………………………………………….…… 
Rp.                           0,00 
Rp.                           0,00 

 

          Jumlah Hibah setelah Perubahan………………………………………..…  Rp.                          0,00 
     
 b. Dana Darurat :   
 1. semula…………………………………………………………………….………. 

2. bertambah/(berkurang)………………………………………………….…… 
Rp.                           0,00 
Rp.                           0,00 

 

          Jumlah Hibah setelah Perubahan…………………………………………..  Rp.                          0,00 
   

 
  



 
 

 c. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi :   
 1. semula…………………………………………………………………………….. 

2. bertambah/(berkurang)…………………………………………………….… 
Rp.     15.356.650.713,00 
Rp.       4.187.054.789,40 

 

           Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi setelah Perubahan…..........  Rp.    15.934.363.115,40 
 

 d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus :   
 1. semula…………………………………………………………………………..… 

2. bertambah/(berkurang)………………………………………………………. 
Rp.                           0,00 
Rp.                           0,00 

 

           Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus………………………  Rp.                          0,00 
     
 e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya :   
 1. semula………………………………………………………………….…………. 

2. bertambah/(berkurang)……………………………………………….……… 
Rp.    84.077.800.000,00 
Rp.      5.000.000.000,00 

 

           Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan..   Rp.    89.077.800.000,00 
 

 f. Dana penyesuaian tunjangan kependidikan :   
 1. semula……………………………………………………………….………….… 

2. bertambah/(berkurang)……………………………………………….……… 
Rp.    54.229.930.560,00 
Rp.         551.559.500,00 

 

           Jumlah Dana penyesuaian tunjangan kependidikan setelah Perubahan.................................... Rp.    54.741.490.060,00 
     
 g. Dana Pasca Bencana Alam :   
 1. semula……………………………………………………………………….……. 

2. bertambah/(berkurang)………………………………………………………. 
Rp.                           0,00 
Rp.                           0,00 

 

          Jumlah Dana pasca bencana alam setelah Perubahan………………  Rp.                          0,00 
     
 h. Tunjangan Profesi Pendidik / Guru :   
 1. semula…………………………………………………………………………….. 

2. bertambah/(berkurang)………………………………………………………. 
Rp.                           0,00 
Rp.                           0,00 

 

      Jumlah Dana Tunjangan Profesi Pendidik / Guru...........................  Rp.                          0,00 
     
 i. Dana Tambahan Penghasilan Guru :   
 1. semula…………………………………………………………………………… 

2. bertambah/(berkurang)…………………………………………………….. 
Rp.                           0,00 
Rp.                           0,00 

 

           Jumlah Dana Tambahan Penghasilan Guru....................................  Rp.                          0,00 
   

 
 
 

  



 
 

 j. Klaim Dana Jamkesmas, Askes dan Jamkesda :   
 1. semula............................................................................................ Rp.                           0,00  
 2. bertambah/(Berkurang)................................................................... Rp.                           0,00  
           Jumlah Klaim Dana Jamkesmas, Askes dan Jamkesda..................  Rp.                          0,00 
     
 

Pasal 3 
     
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :   
 a. Belanja Tidak Langsung :   
 1. semula…………………………………………………………………………….. 

2. bertambah/(berkurang)………………………………………………………. 
Rp.   377.411.352.228,96 
(Rp.      3.935.173.687,71) 

 

          Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan………………....  Rp.  373.476.178.541,25 
     
 b. Belanja  Langsung :   
 1. semula……………………………………………………………………..……… 

2. bertambah/(berkurang)………………………………………………….…… 
Rp.   518.086.371.205,00 
(Rp.    12.577.953.127,16) 

 

          Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan…………………….…..…  Rp.  505.508.418.077,84 
     
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari  jenis belanja : 
 a. Belanja Pegawai :   
 1. semula…………………………………………………………………………….. 

2. bertambah/(berkurang)…………………………………………………….… 
Rp.   338.160.192.228,96 
(Rp.      2.059.273.687,71) 

 

          Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan…………………………...  Rp.  336.100.918.541,25 
     
 b. Belanja Bunga :   
 1. semula…………………………………………………………………………..… 

2. bertambah/(berkurang)…………………………………………………….… 
Rp.       1.404.000.000,00 
(Rp.      1.027.000.000,00) 

 

          Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan……………………………..  Rp.         377.000.000,00 
     
 c. Belanja  Subsidi :   
 1. semula……………………………….……………………………………………. 

2. bertambah/(berkurang)………………………………………………………. 
Rp.                           0,00 
Rp.                           0,00 

 

          Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan…..………………………….  Rp.                          0,00 
   

 
 
 

  



 
 

 d. Belanja Hibah :   
 1. semula…………………………………………………………………….………. 

2. bertambah/(berkurang)………………………………………………………. 
Rp.       7.290.000.000,00 
Rp.          430.000.000,00 

 
 

         Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan…………………………………  Rp.      7.720.000.000,00 
     
 e. Belanja  Bantuan Sosial :   
 1. semula…………………………………………………………………………..... 

2. bertambah/(berkurang)…………………………………………………….… 
Rp.       3.530.360.000,00 
(Rp.         430.000.000,00) 

 

          Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan………………….  Rp.      3.100.360.000,00 
     
 f. Belanja  Bagi Hasil :   
 1. semula………………………………………………………………………...….. 

2. bertambah/(berkurang)…………………………………………................. 
Rp.                           0,00 
Rp.                           0,00 

 

          Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan……………………….….  Rp.                          0,00 
    
 g. Belanja  Bantuan Keuangan :   
 1. semula………………………………………………………………….……….... 

2. bertambah/(berkurang)……………………………………………….……… 
Rp.     25.626.800.000,00 
Rp.          125.100.000,00 

 

          Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan…………….  Rp.    25.751.900.000,00 
     
 h. Belanja  Tidak Terduga :   
 1. semula…………………………………………………………………..………… 

2. bertambah/(berkurang)……………………………………….……………… 
Rp.      1.400.000.000,00 
Rp.         974.000.000,00 

 

         Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan……………………  Rp.         426.000.000,00 
     
(3) Belanja  Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari  jenis belanja : 
 a. Belanja Pegawai :   
 1. semula……………………………………………………………………………. 

2. bertambah/(berkurang)………………………………………………………. 
Rp.    26.631.100.000,00 
(Rp.     2.198.456.000,00) 

 

         Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan……………………………..  Rp.    24.432.644.000,00 
     
 b. Belanja Barang dan Jasa :   
 1. semula…………………………………………………………….……………… 

2. bertambah/(berkurang)…………………………………………………....… 
Rp.  163.430.463.940,00 
Rp.    17.771.168.034,84 

 

           Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan......................  Rp.  181.201.631.974,84 
   

 
 

  



 
 

 c. Belanja Modal :   
 1. semula…………………………………………………………………...…...….. 

2. bertambah/(berkurang)………………………………………………………. 
Rp.  328.024.807.265,00 
(Rp.   28.162.065.162,00) 

 

         Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan………………………………  Rp.  299.862.742.103,00 
   

 
  

Pasal  4 
  
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 
 a. Penerimaan :   
 1. semula…………….………………………………………………………………. 

2. bertambah/(berkurang)….…………………………………………………… 
Rp.   101.327.772.069,56 
(Rp.    31.990.639.417,78) 

 

         Jumlah Penerimaan setelah Perubahan…………………………………...  Rp.    69.337.132.651,78 
 

 b. Pengeluaran :   
 1. semula………………………………………………………………………….… 

2. bertambah/(berkurang)………………………………………………………. 
Rp.     47.500.000.000,00 
Rp.                           0,00 

 

         Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan…………………………………  Rp.    47.500.000.000,00 
     
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : 
 a. SILPA tahun anggaran sebelumnya :   
 1. semula……………………………………………………………………………. 

2. bertambah/(berkurang)………………………………………………………. 
Rp.     60.327.772.069,56 
Rp.       9.009.360.582,22 

 

         Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan…….  Rp.    69.337.132.651,78 
     
 b. Pencairan Dana Cadangan :   
 1. semula……………………………………………………………………………. 

2. bertambah/(berkurang)………………………………………………………. 
Rp.                           0,00 
Rp.                           0,00 

 

         Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan……………..…  Rp.                          0,00 
     
 c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan :   
 1. semula……………………………………………………………………………. 

2. bertambah/(berkurang)………………………………………………………. 
Rp.                           0,00 
Rp.                           0,00 

 

          Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan………………….. Rp.                          0,00 
 d. Penerimaan Pinjaman Daerah :   
 1. semula……………………………………………………………………………. 

2. bertambah/(berkurang)………………………………………………………. 
Rp.     41.000.000.000,00 
(Rp.    41.000.000.000,00) 

 

         Jumlah Penerimaan pinjaman setelah Perubahan…………………….  Rp.                          0,00 



   
 

  

 e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman :   
 1. semula………………………………………………………………....…………. 

2. bertambah/(berkurang)………………………………………………………. 
Rp.                           0,00 
Rp.                           0,00 

 

           Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahaan…………………………… Rp.                          0,00 
     
 f. Penerimaan Piutang Daerah :   
 1. semula……………………………………………………………………………. 

2. bertambah/(berkurang)………………………………………………………. 
Rp.                           0,00 
Rp.                           0,00 

 

         Jumlah Penerimaan piurang daerah setelah Perubahan………………  Rp.                          0,00 
     
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : 
 a. Pembentukan Dana Cadangan :   
 1. semula……………………………………………………………………………. 

2. bertambah/(berkurang)………………………………………………………. 
Rp.                           0,00 
Rp.                           0,00 

 

         Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan…………..  Rp.                          0,00 
     
 b. Penyertaan Modal   
 1. semula……………………………………………………………………………. 

2. bertambah/(berkurang)……………………………………………………….  
Rp.      8.500.000.000,00 
Rp.                          0,00 

 

         Jumlah Penyertaan Modal setelah Perubahan……………………………  Rp.      8.500.000.000,00 
     
 c. Pembayaran pokok utang   
 1. semula……………………………………………………………………….…… 

2. bertambah/(berkurang)………………………………………………………. 
Rp.    39.000.000.000,00 
Rp.                           0,00  

 

         Jumlah Pembayaran pokok utang setelah Perubahan…………………  Rp.   39.000.000.000,00 
     
 d. Pemberian pinjaman daerah   
 1. semula………………………………………………….………………………… 

2. bertambah/(berkurang)………………………….…………………………… 
Rp.                           0,00 
Rp.                           0,00 

 

         Jumlah Pemberian pinjaman setelah Perubahan…………………..……  Rp.                          0,00 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Pasal 5 
 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 
 
a. Lampiran I     Ringkasan Perubahan APBD; 

  
b. Lampiran II    Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; 

 
c. Lampiran III   Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan 

                      Pembiayaan; 
 

d. Lampiran IV   Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program, dan Kegiatan; 
 
e. Lampiran V    Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan 

                      Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 
 

f. Lampiran VI   Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 
 

g. Lampiran VII  Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 
 
h. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah. 
 
 
 

Pasal 6 
 

Ketentuan mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2013 
sebagai landasan operasional pelaksanaan diatur dengan Peraturan Bupati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

Pasal 7 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Landak. 
 
 

                             Ditetapkan di Ngabang 
                            pada tanggal 9 Oktober 2013  

  
       BUPATI  LANDAK, 

 
 

 
      ADRIANUS ASIA SIDOT 

 
 

 
Diundangkan di Ngabang 
pada tanggal 9 Oktober 2013 

 
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LANDAK, 

 
 
 

LUDIS 
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